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ABSTRAK 

 

Clarisa Adeline, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Palangka 

Raya 2026. Kinerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kota Palangka Raya Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap 

Program Kesejahteraan Sosial. Tim Pembimbing: Prof. Bhayu Rhama. S,T., 

MBA., Ph.D dan Imanuel Jaya, S.AP.,M.AP. 

"Kesejahteraan sosial merupakan pilar utama dalam pembangunan daerah yang 

menuntut kehadiran negara secara nyata melalui program-program yang tepat 

sasaran. Di tingkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 

tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap 

kebijakan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh pemerintah kota benar-benar 

memberikan dampak bagi masyarakat luas. Namun, efektivitas program tersebut 

sangat bergantung pada sejauh mana fungsi pengawasan dijalankan oleh lembaga 

legislatif. Tanpa pengawasan yang ketat dan terukur, program kesejahteraan sosial 

berisiko terjebak dalam masalah klasik seperti ketidaktepatan data penerima 

bantuan, alokasi anggaran yang tidak efisien, hingga kurangnya responsivitas 

terhadap aspirasi masyarakat di lapangan." 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Komisi III Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap program kesejahteraan sosial serta mengidentifikasi kendala 

yang dihadapi dalam proses tersebut. Fokus penelitian ini adalah evaluasi kinerja 

berdasarkan indikator Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas 

sebagaimana dikemukakan oleh teori Levine dalam Dwiyanto. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi III dalam aspek responsibilitas 

telah berjalan dengan baik sesuai prosedur administrasi dan kebijakan yang berlaku 

(capaian target 100% pada beberapa program kerja). Namun, pada aspek 

responsivitas, penyerapan aspirasi masyarakat belum optimal karena masih 

cenderung didominasi oleh konstituen di daerah pemilihan tertentu dan belum 

menjangkau masyarakat luas secara merata. Pada aspek akuntabilitas, transparansi 

laporan hasil pengawasan kepada publik juga masih perlu ditingkatkan agar 

masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut dari aspirasi mereka. Kendala utama 

yang ditemukan meliputi keterbatasan waktu anggota DPRD karena padatnya 

agenda, koordinasi yang belum maksimal dengan Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) mitra kerja, serta kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Namun 

secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja pengawasan DPRD belum 
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sepenuhnya optimal dan perlu penguatan pada aspek responsivitas dan integrasi 

pengawasan berbasis kebutuhan masyarakat. 

Kata Kunci: Kinerja, Komisi III DPRD, Fungsi Pengawasan, Kesejahteraan 

Sosial. 
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ABSTRACT 

Clarisa Adeline, Undergraduate Program, Department of Public 

Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of 

Palangka Raya, Palangka Raya, 2026. The Performance of Commission III of 

the Regional House of Representatives (DPRD) of Palangka Raya City in 

Carrying Out the Oversight Function on Social Welfare Programs. Supervisors: 

Prof. Bhayu Rhama, S.T., MBA., Ph.D. and Imanuel Jaya, S.AP., M.AP. 

Social welfare is a fundamental pillar of regional development that requires a 

tangible presence of the state through well-targeted programs. At the regional level, 

the Regional House of Representatives (DPRD) holds both moral and constitutional 

responsibilities to ensure that every social welfare policy implemented by the local 

government delivers meaningful benefits to the broader community. However, the 

effectiveness of these programs largely depends on how well the legislative 

oversight function is carried out. Without rigorous and measurable oversight, social 

welfare programs are at risk of facing persistent issues such as inaccurate 

beneficiary data, inefficient budget allocation, and limited responsiveness to 

community aspirations. 

This study aims to analyze the performance of Commission III of the Regional 

House of Representatives (DPRD) of Palangka Raya City in carrying out its 

oversight function on social welfare programs, as well as to identify the challenges 

encountered in the process. The focus of this research is to evaluate performance 

based on the indicators of responsiveness, responsibility, and accountability as 

proposed by Levine in Dwiyanto’s framework. This study employs a qualitative 

descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, 

and documentation. 

The results indicate that the performance of Commission III in terms of 

responsibility has been implemented well in accordance with administrative 

procedures and existing policies, as reflected in the achievement of 100% targets in 

several work programs. However, in terms of responsiveness, the absorption of 

public aspirations has not been optimal, as it tends to be dominated by constituents 

from specific electoral districts and has not reached the broader community evenly. 

In terms of accountability, the transparency of reporting oversight outcomes to the 

public still needs to be improved to ensure that the public is informed about the 

follow-up actions taken on their aspirations. The main challenges identified include 

limited time availability of DPRD members due to dense schedules, suboptimal 

coordination with related Regional Apparatus Organizations (OPD), and 

insufficient dissemination of programs to the public. Overall, it can be concluded 

that the oversight performance of the DPRD has not yet been fully optimal and 

requires strengthening, particularly in terms of responsiveness and the integration 

of oversight based on community needs. 

Keywords: Performance, Commission III DPRD, Oversight Function, Social 

Welfare. 
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